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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan
HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam
menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pemerintah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021 sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
utama.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi wajib disusun dan disediakan oleh
Badan Publik adalah sebagai salah satu tugas dan kewenangan PPID utama dalam
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi
Pemerintah Daerah pada setiap tahunnya.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) yang kami susun jauh dari
sempurna, untuk itu kami selalu melakukan evaluasi dalam pelaksanan Layanan
Informasi dan Dokumentasi publik di Kabupaten Pasuruan, sehingga pada tahun
selanjutnya kearah yang lebih baik dalam pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada masyarakat.

Kami sangat mengharapkan atas kritik dan saran untuk perbaikan dalam
meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, sehingga,
kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) yang lebih
baik.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) tahun 2021 yang
kami susun, atas perhatian kami sampaikan terimakasih.

Pasuruan, 30 Maret 2022

Penyusun
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan ;

an!g !!!a& sesual peraluran "”l!

hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara
sederhana.
Pengecualian bersifat ketat dan terbatas
Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan informasi.

Salah satu alasan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara

jang-undangan yang telah ditetapkan. Hak setiap orang untuk perun
eroleh informasi relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan/kontrol HISIE
rakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masy:
rakat/publik. Qa2
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas .

asi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk inforry
rakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU nomor 14 Tahun 2008 mas.y:
ti lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara melipt
nendapatkan dana dari APBN dan APBD. yang |
Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan .
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan Pubik
a rakyat dengan sebaik baiknya. kepad
lukum B. Dasarl
ndang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi -
1blik i
sraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan i
slaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang i
sterbukaan Informasi Publik K
sraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman s
:ngelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan a
amenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah g

sraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

formasi Publik
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Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Keputusan Bupati Pasuruan, nomor : Nomor : 489/ 322 /HK/424.013/2021

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten
Pasuruan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam Penyusu%an Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi (LLID) adalah :

1). Mewujudkan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,

2).

transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas.

LLID dibuat/disusun dan disediakan sebagai kewajiban Badan Publik
sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor : 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3). LLID merupakan bagian dari informasi publik yang waijib tersedia setiap saat

dan disampaikan/dilaporkan kepada atasan PPID dan Bupati Pasuruan.
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BAB Il
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Gambaran Umum

Informasi  merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungn sosialnya. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang menjun jung tinggi kedaulatan
rakyat.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, sangat penting sejalan dengan salah satu tujuannya adalah
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Kebijakan dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor, 19 Tahuin 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan
Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 489/322/HK/424.013/2021 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasuruan juga
menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman
pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang meliputi
sebagai berikut:
- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- SOP Pelayanan permohonan informasi publik
- SOP Uji Konsekuensi informasi publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan
berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah
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ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan
peraturan lainnya yang berlaku.

Dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik, petugas
pengelola layanan informasi dan dokumentasi dilengkapi saranan dan
prasarana penunjang di meja layanan (Desk Layanan).

1. Sarana dan Fasilitas terdiri dari :
- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursitamu,
- 1 unit PC untuk petugas front desk;
-1 unit AC;
-1 unit TV plasma

2. Formulir layanan informasi dan dokumentasi publik disediakan di meja
Layanan bagi pemohonan informasi dan dokumentasi yang datang
langsung ke sekretariat PPID utama atau Dinas Kominfo Kabupaten
Pasuruan.

Formulir yang disediakan terdiri dari:
- Form permohonan informasi publik,
- Form pemberitahuan tertulis,

- Form pengajuan keberatan.
- Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,
- Tanda bukti penyerahan informasi publik,

3. Jam layanan informasi dan dokumentasi publik
- Waktu efektif setiap hari kerja
Senin - Kamis : pukul 08.00 Wib — 14.00 Wib
Jum’at . pukul 08.00 Wib - 11.00 Wib

4. Layanan permohonan informasi dapat diajukan/dimohonkan secara online
dan dialamatkan melalui :
- Email . ppid@pasuruankab.qo.id
- Website . - pasuruankab.go.id

- ppid.pasuruankab.go.id
- diskominfo.pasuruankab.go.id
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Meja Layanan permohonan informasi dan dokumentasi

C. PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk memudahkan dalam Layanan Informasi dan dokumentasi publik,
Badan Publik harus mengembangkan dan membangun sistem informasi dan
dokumentasi yang efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat
dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi dan dokumentasi.

Untuk pemenuhan atas hak setiap orang dalam mengakses informasi
dan dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membangun dan
mengembangkan tehnologi informasi dalam sistem informasi antara lain
sebagai berikut :

¢ Website :

- pasuruankab.go.id

- ppid.pasuruankab.go.id

- diskominfo.pasuruankab.go.id
o Media sosial :

- Twiter : kominfokabpsn
- Facebook :kominfo kabupaten pasuruan
- Instagram  : pemerintah kabupaten pasuruan
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a. Layanan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Layanan Informasi dan dokumentasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan
dengan menyediakannya melalui ;

- Website : www.pasuruankab.go.id

- Website : www. ppid.pasuruankab.go.id

- Email : ppid@pasuruankab.go.id
diskominfo@pasuruankab.go.id

- Twiter : kominfokabpsn

- Facebook : kominfo kabupaten pasuruan

- Instagram : pemerintah kabupaten pasuruan

b. Permohonan Informasi melalui meja layanan / Desk Informasi
Dalam Tahun 2021, permohonan informasi dan dokumentasi yang
mengajukan permohonan Informasi dan dokumentasi public melalui email :

ppid@pasuruankab.qo.id adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi Publik dari; Tim Kurator Randoetatah Cemerlang
JI. Opak No. 34 Wonokromo - Surabaya

Informasi yang dimohonkan adalah;

- Salinan SPT Bumi dan Bangunan SHGB No. 4 Desa Martopuro Kec
Purwosari Kab Pasuruan.

- Salinan SPT Bumi dan Bangunan SHGB No. 5 Desa Martopuro Kec

Purwosari Kab Pasuruan.
c. Sengketa Informasi Publik
Tahun 2021 di PPID utama Kabupaten Pasuruan tidak terjadi sengketa
informasi dan dokumentasi publik, semua permintaan kami penuhi baik
seluruhnya maupun sebagian sesti Undang-Undang No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

d. Anggaran Pelayanan Informasi
Pelaksanaan kegiatan Layanan informasi dan dokumentasi melekat
pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 yang meliputi
kegiatan; Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis (Bimtek) Penguatan Tugas PPID
dan PPID pembantu/OPD.
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e. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik yang masuk melalui email
ppid@pasuruankab.go.id, terutama untuk jenis informasi yang dimohonkan
sangat beragam yang diterima di PPID utama Pemerintah Kabupaten
Pasuruan.

Kendala dalam penyelesaian tindaklanjut antara lain,

1. Berganti pejabat atau petugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang menangani permohonan informasi dan dokumentasi publik.

2. Tahun 2021 masih dalam masa pandemi Covid 19, sehingga kegiatan
dalam penekanan tugas dan fungsi PPID pembantu/OPD belum dapat
dilaksanakan dengan maksimal.

Untuk itu dalam penyelesaian tindaklanjutnya, kami koordinasi dan
komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau PPID
pembantu/OPD di Kabupaten Pasuruan yang berwenang dan menguasai

informasi dan dokumentasi atas permohonan informasi dan dokumentasi.

10
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BAB Ili
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, dapat kami simpulkan sebagai
berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi PPID utama dengan Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam
meningkatkan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

- Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis bagi Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Publik baik PPID utama maupun PPID
pembantu/OPD dalam peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi
pada Badan Publik dengan penyebarluasan informasi dan dokumentasi publik
yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal,

9,10,11 dan 17 Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

B. Saran dan Rekomendasi

Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan
PPID pembantu/OPD dalam menindaklanjuti permohonan informasi dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 14 Tahun 2008
dengan PPID Pembantu/OPD di Kabupaten Pasuruan yang berwenang dan
menguasai informasi dan dokumentasi.

Demikian laporan tahunan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pasuruan, f‘u April 2022

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
... Kabupaten Pasuruan
= Selaku Ketua PPID Utama

S\ e———— N\

(A
\
N\

Drs.SYAIFUDIN AHMAD.MSi
" Pembina utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013
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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Peraturan
Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

CamScanner



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pasuruan.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik
data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan
suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung
jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan
pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Pasuruan, yang terdiri dari PPID Utama
dan PPID Pembantu.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi
publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan.
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17.Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi
dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi.

18, Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi
dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

19.Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut

untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
dokumentasi.

20.Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah
Provinsi dan PPID Pemerintah Daerah.

21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan
hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

22. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

23.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan

informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman  bagi Organisasi Perangkat Daerah  dalam
melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
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Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan
layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi dan Dokumentasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi
yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
Informasi dan Dokumentasi Publik dapat diperoleh oleh
Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu dan
dapat diakses dengan mudah.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kepatutan, kepentingan wumum dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan
pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat
dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup
Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi

dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan
negara,
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b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak schat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-
hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu

kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas informasi yang:

a. disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. diumumkan serta merta; dan
c. tersedia setiap saat.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses dengan mudah.

Pasal 7

Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. seluruh  kebijakan yang ada  berikut dokumen
pendukungnya, hanya dapat dilihat dan/atau dibaca di
Perangkat Daerah;
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d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Pemerintah Daerah, hanya dapat
dilihat dan/atau dibaca di Perangkat Daerah;

€. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
PPID

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dilaksanakan dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
Kepala Dinas.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID
dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID
Utama pada PLID.

(5) Pembentukan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Pembentukan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 9

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 10

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri
atas seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan

Pasal 11
PPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan,;

. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi
dan dokumentasi; dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, PPID Utama berwenang:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;
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d. menentukan atau menctapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi.

Pasal 13

(1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan kewenangannya,

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi
Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan
dan data lingkup Perangkat Daerah menjadi bahan
informasi publik; dan

f.  mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan
dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi dan dockumentasi kepada
PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID
pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:
a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
Peraturan Perundang-undangan; dan

b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 14

PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID.
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BAB V
KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu
SOP PPID

Pasal 15

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh PPID sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi apabila
diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu,
Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi
sebagai Atasan PPID yang bertanggung jawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara
pengelolaan keberatan;

f. dan tata cara pembuatan laporan tahunan tentang
Layanan Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah/Kota.

Pasal 16

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:

SOP Penyusunan DIDP;

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan

° a0 oo

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Dinas selaku PPID Utama.
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Bagian Kedua
DIDP

Pasal 17

(1) DIDP paling sedikit memuat:
a. nomor;
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau wunit/satuan kerja yang menguasai
informasi;
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia; dan
8. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang
sudah dipublikasikan harus diserahkan  kepada
perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk
dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas selaku PPID
Utama.

Bagian Ketiga
RPID

Pasal 18

(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi.

Bagian Keempat
SIDP

Pasal 19

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk
mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan
PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengembangkan SIDP yang
terintegrasi dengan PPID di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

CamScanner



Bagian Kelima
LLID

Pasal 20

(1) LLID dibuat dan disediakan oleh PPID paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Komisi Informasi Provinsi sesuai kewenangan masing
masing.

(3) LLID, paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi dan  dokumentasi Publik beserta
kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik
yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3. jumlah  permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,
meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh
badan publik, jumlah pgugatan yang diajukan ke
pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh badan publik;

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan
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f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
dokumentasi.

Pasal 21

(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada Atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bupati oleh Atasan PPID.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 23

Pemohon Informasi Publik meliputi:
perseorangan;
. kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;

partai politik; dan

a
b
C
d. organisasi masyarakat;
€
f. badan publik lainnya.

Pasal 24

Pemohon Informasi Publik harus memenuhi persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan/atau Peraturan Perundang- undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

menyampaikan  secara jelas jenis informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan  permohonan
informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

menyatakan kesediaan membayar Dbiaya dan cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta,
sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 25

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi
Publik secara tertulis atau tidak tertulis.

Pemohon Informasi Publik datang ke desk layanan informasi
dan mengisi formulir permintaan informasi dengan
mencantumkan identitas yang jelas serta melampirkan
fotocopy identitas Pemohon dan Pengguna Informasi.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilengkapi
fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan
surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas jenis
informasi publik yang dibutuhkan dan data informasi publik
yang diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun
anggaran yang sedang berjalan.

Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian,
analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan,
pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas
akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference
(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau proposal yang
meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadual waktu
kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan
permohonan informasi dimaksud.

Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan
sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi
kriteria:

a. penguasaan permasalahan yang akan dimohon;

b. latar belakang keilmuan/keahlian;

c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon;
dan/atau

d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang
dimohon.

Pasal 26

PPID mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan, dan
alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format
informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.
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(2) PPID mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan
secara tidak tertulis.

(3) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan
diterima.

(4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis
yang berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;

b. penerimaan  atau penolakan  permintaan  atas
informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

(5) PPID Utama memberitahukan Perangkat Daerah yang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Perangkat
Daerah yang menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta.

(6) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(7) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(8) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Daerah
dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi.
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BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 28

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan
alasan berikut :

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.

Pasal 29

(1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis.

(2) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan
PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 30

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi
Provinsi menerima permohonan sengketa informasi yang
diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan Atasan PPID.
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(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sectelah diterimanya
tanggapan tertulis dari Atasan PPID,

Pasal 31

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi.

(3) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga
berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Daerah di Komisi Informasi Provinsi.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama
dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani
bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf
lainnya sesuai dengan kebutuhan

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi
bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang
dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil
penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB X
FKPPID

Pasal 32

FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID
lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi
PPID Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan FKPPID tingkat Daerah.

Pasal 34

FKPPID Pemerintah Daerah terdiri dari seluruh PPID Pembantu
yang ada di OPD.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Daerah Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.
M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020
NOMOR 19
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BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/322/HK/424.013 /2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dilaksanakan oleh Kementerian dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan
Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Pengelolaan Layanan
Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
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8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama
Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan
Daerah;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
10/PERM.KOMINFO/07.2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten
Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
terdiri dari:

1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, mempunyai tugas :
1. mengklasifikasi informasi dan dokumentasi publik
berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
2. menerima  keberatan dari pemohon informasi dan
dokumentasi publik;
3. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian
sengketa informasi publik;
4. menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk
kuasa khusus.
KEEMPAT : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
(PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk :
a. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola Layanan
informasi dan dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah;
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b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

d. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;

e. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji
konsekuensi atas permohonan informasi yang di kecualikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terkait
dan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
menangani bidang hukum;

g melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada atasan PPID.

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan
untuk :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)/satuan kerja yang menjadi cakupan
kerjanya;

¢. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi
cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi
dapat/tidaknya diakses oleh publik;

¢. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional
untuk membuat,mengumpulkan, serta memelihara informasi
dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf e di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaharui dan
menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya
dengan ketentuan sebagai berikut;

a. susunan keangotaan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar
mengacu kepada keputusan ini;

b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat  yang
membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat
Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian
Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
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c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pcmbantu/Perangkat Dacrah berkewajiban menyediakan dan
memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi
dan dokumentasi.

KETUJUH : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Dacrah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk
memperbaharui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Dacrah yang menjadi
tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;

a. susunan keangotaan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di masing masing Perangkat Daerah agar
mengacu kepada keputusan ini;

b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang
membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat
Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian
Tata Usaha pada Perangkat Daerah,;

c. pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan
dan memberikan layanan informasi kepada pemohon
informasi dan dokumentasi.

KEDELAPAN : Masa Kerja Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas)
bulan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasuruan
T tang@al 13 Januari 2021
it A
7 DBRBVRGURUAN,

T A

Y

Y AN IRSYAD YUSUK

——

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

2. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Pasuruan;

3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Pasuruan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : «89/322/1HK/424,013/2021
TANGGAL : 13 JANUARI_2021

SUSUNAN RKEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMIENTASI (PLID)
KABUPATEN PASURUAN TAIHUN 2021

NO | JABATAN DALAM PLIQ. . KETERANGAN JAI]/}'IAaN[ l»Iﬁl?»'l‘.‘lN‘S_l ——
1 2 3
I | Pembina T._Bilbrz{li Pasuruan
2. Wakil Bupati Pasuruan
II | Pengarah/Atasan PPID | Sekretaris Dacrah Kabupaten Pasuruan T
111 Ketua/:PP:lD Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan
IV | Tim Pertimbangan :

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua 11

1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Pasuruan;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan

3. Asisten Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Pasuruan.

Anggota :

1. Inspektur pada  Inspektorat Kabupaten
Pasuruan

2. Kepala Bapeda Kabupaten Pasuruan;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan
Pelatihan Daerah Kab.Pasuruan;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pasuruan;

5. Sekretaris pada Sekrctariat DPRD Kabupaten
Pasuruan;

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pasuruan;

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Pasuruan;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pasuruan;

9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;

10.Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

11.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan;

12.Kepala  Dinas  Perhubungan Kabupaten
Pasuruan;

13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

14.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.

Pasuruan;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Pasuruan;

Kepala Kepala Dinas PU Bina Marga Kab.
Pasuruan;

Kepala Dinas PU SDA dan Tata Ruang Kab.
Pasuruan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan;

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan;

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasuruan;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.
Pasuruan,;

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Pasuruan;

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pasuruan;

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan;
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan;
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan;
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pasuruan;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pasuruan;

Camat se-Kabupaten Pasuruan.

Bidang-bidang :

a. Pendukung
Sekretariat
Pengelola Layanan
Informasi dan
Dokumentasi (PLID)
Koordinator

1. Koordinator

2. Anggota :

Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

a.

b.

Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada
Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;

Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik
pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan.

Staf pada Dinas Kominfo Kab. Pasuruan
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b. Pengolahan Data
dan Klasifikasi
Informasi

1. Koaordinator

2. Anggota :

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Pasuruan.

a. Kepala Seksi Data Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Pasuruan;

b. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Kominfo
Kabupaten Pasuruan;

c. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kominfo Kab. Pasuruan;

d. Staf pada Sekretariat Dinas Kominfo Kab.

Pasuruan.

c. Fasilitasi Sengketa
Informasi

1. Koordinator
2. Anggota :

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan

a. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;

b. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan.

Vil

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
Pembantu pada OPD

1. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten
Pasuruan

2. Sekretaris pada Bapeda Kabupaten Pasuruan;

3. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan
Pendidikan  Pelatihan Daerah Kabupaten
Pasuruan;

4. Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kab
Pasuruan;

5. Kabag Umum pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan;

6. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan;

7. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan;

8. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Pasuruan;

9. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasuruan;
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

23,

26.

27.

28.

Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Kepala Dinas PU Bina Marga
Kab. Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas PU SDA dan Tata Ruang
Kab. Pasuruan

Sekretaris pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan;
Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kab. Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Peternakan Kabupaten
Pasuruan;

Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pasuruan;

Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten
Pasuruan

Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.
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Nomaor SOP 065/50P/ /424,084/2021
Tgl. Pembuatan |04-Jan-21
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif 04-Jan-21
Disahkan Oleh £ KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN >
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JI. Raya Raci KM 9 Bangil - Pasuruan Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Telp 0343-429064 Pembina Utama Muda
- \{ NIP. 19691010 198903 1013
\kermohnnan Informasi Publik
KOMUNKASI PUBLIK Nama SOP Jabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID Utama)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009
tentang PelayananPublik

3. Peraturan Komisi Informal Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomar 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor -
489/178/HK/424.014/2018 tentang Pejabat
pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Pendidikan Minimal S1

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
Informasi

3. Memahami konsep Pengumpulan data informasi

4. Memahami konsep Pengolahan data informasi

5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
data dan informasi

6. Mampu menyajikan data informasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2. Server, komputerfiaptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan

3. Perangkat lunak pengolah data
3. Koordinasi dengan media

PERINGATAN

Jika prosedur tidak dilakukan maka data
informasi sebagai dasar penyebarluasan
informasi kepada masyarakat tidak dapat
dipertanggung-jawabkan kebenaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan

datanya.
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Ve NomorSOP  |065/SOP/  /424.084/2021
@) Tgl. Pembuatan |04-Jan-21
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif 04-Jan-21
Disahkan Oleh \ KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J\. Raya Rad KM 9 Bangil - Pasuruan Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Telp 0343429064 ‘ Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013
%Permohonan Informasl Publik
KOMUNKASI PUBLIK Nama SOP eJabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID Utama)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1. Undang-undang namor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang - undang nomor 25 Tahun 2009
tentang PelayananPublik

3. Peraturan Komisi Informal Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

8. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor
489/178/HK/424.014/2018 tentang Pejabat
pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Pendidikan Minimal 51

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
Informasi

3. Memahami konsep Pengumpulan data informasi

4. Memahami konsep Pengolahan data informasi

5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
data dan informasi

6. Mampu menyajikan data informasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2, Server, komputerflaptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan

3. Perangkat [unak pengolah data
3. Koordinasi dengan media

PERINGATAN

Jika prosedur tidak dilakukan maka data
Informasi sebagal dasar penyebarluasan
informasi kepada masyarakat tidak dapat
dipertanggung-Jawabkan kebenaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan

datanya.
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Nomor SOP 065/50p/ /424,084/2021
Tel. Pembuatan |04-Jan-21

Tel. Revisl

Tel. Efektif 04-lan-21

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Raya Racl KM 9 Bangil - Pasuruan
Telp 0343429064

Disahkan Olch = KEPALA DINAS
<

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013

KOMUNKASI PUBLIX

F\ENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI

Nama SOP PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.  Undang-undang nomor 9 Tahun
1958 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di muka umum

1. Pendidikan Minimal 51

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2, Memahami peraturan perundang-undangan tentang
Informasi

3. Undang - undang nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Memahami konsep Pengumpulan data informasi

4. Peraturan Komisi Informasl Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

4. Memahami konsep Pengolahan data informasi

5. Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
data dan informasi

6. Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

6. Mampu menyajikan data informasi

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

7. Pengetahuan Bidang Pelayanan Publik, Telfnologi
Informasi.

KETERKAITAN

~ PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP UJI KONSEKUENSI

1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan data Informasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kelambanan dalam menanggapi aduan dan
permasalahan masyarakat akan
menyebabkan buruknya citra pemerintah

1. laporan monitpring permasalahan harian

2. laporan Identifikasl permasalahan bulanan
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e Nomor SOP 065/SOP/  [424.084/2021
Tgl. PembuatarL 04-Jan-21
Tgl. Revisi il
Tgl. Efektif 04-1an-21
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN ~
DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
JI. Raya Raci KM 9 Bangil - Pasuruan | Drs.SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Telp 0343-429064 Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013
KOMUNKASI PUBLIK Nama SOP "waSUNAN DAFTAR INFORMASI
) _ PUBLIK
DASAR HUKUM ::: KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - undang nomor 9 Tahun 1. Pendidikan Minimal S1
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di muka umum

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 |2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi

3. Undang—undang nomor 25 Tahun 3. Memahami konsep Pengumpulan data informasi
2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Komisi Informasl Nomor1 [4. Memahami konsep Pengolahan data informasi
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

5. Peraturan Daerah Kabubaten 5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang  |data dan informasi

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten 6. Mampu menyajikan data informasi

Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 |7. Pengetahuan Bidang Pelayanan Publik, Teknologi
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Informasi.

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan data Informasi

PERINGATAN - PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kelambanan dalam menanggapl aduan dan (1. Laporan monitpring permasalahan harian
permasalahan masyarakat akan 2. laporan Identifikasi permasalahan bulanan

menyebabkan buruknya citra pemerintah

CamScanner



wgnd
ISeULOjW JeYep
ipefuau Buek
way - way eped Da
ueruuquwad epe
uesles eRbas (z)| uessep usiunuawad
yesaep JmBuesad uexdejayp 42[0 DiIp Buek eAune) uewnwnBuad
Jusqam neje Qidd arsqam Ip| aand |sewiolu eAuuie) vewnwnBuad BURIES MejaW undrew yeusaep 1mburisd Jusqam ne
Jeyjep yejajas *(1)]  eueies uep apsgam Qidd 2115g3m 9% ¥mgn d rsewsojul Jeyeq yeBBunBuayl 9
[HTEY] )
epe deqas uep . tﬂ_
ueyeliayip lesa|es !
Arand jsewloiwy weeisew
ie)ep yejajes epeday yngnd rsewiojul weq weywnwnBuay] §
myepaq Buek uemualay
1BrS3S UIWNYoP uedisebuad RIg
17 usbuap lensas uawnyop jenqwad
uyeseep 1myBuesad denas ip uedwisip Adooyos ymuaq wefep
kdoa uIwmn yeurdwiuad Jedws) Jiigng rsewiolu) uswnxy o r
‘jees denas MeQRnw Yepg
ugyepasp qlem Buek iseuloin (g uep ‘sEjeqia) e}y eiedas gl lesed 3 21 jesed goOZ
T3 BLIaS RIEDIS unuel ¥L'ON NN Niejsw uexdelsyp yepe) SusA surw
unjwnwnp qifem Buek iseuuoiu (z uepnxbuessaq ieBeqas risewuoju uoBajex urBuap uexoayp Buek
B11J3q BIBIS UBNWINWNP Uep Buef ad0 eiedax ysjo & rseuLIojw ueiseyysenBuaw ebnl ny uiRjag “ISRULIO|W
ueyeipasp qifem Bued pewsow) (1 BAUURIBUIGE)Y [SEIHLIND YRld) | 1RIts URNIESRRIRG BAULEYISEXYQUapIBUIW Lnndwimy
SB|e LipJ3] 1SBLWIO ISeNYUBN Bue yygnd jgew o vswnyop| UNYBL | Wejsp 1p yeys) Buek sewojul yrunias veyseyysenBuapy| €
Jexas e '
m uajo webueiepueyp yels) Buesk yian o
uehk ¥ rSEuLojU) JRYR
(Adoayios neje Adodpiey wrquaq ueBuap |ensas Ieseny P Buek [euA _n..h_n wmp _mu.wi n_a.m
weep eAuesiw) epasus Dued jseulopn umnybuesiaq « — undnew jgye disie 'siweurp undnew saws dise sdrusq
XMuaq ue Lnengwad tedwsy uep myem BueA 4o eiedaN yalo yeieep jeybuead edruaq BueA ‘we; yeyiday winyip Buek undnew wpuas
umenqwad qemel BunBBueuad 'uswinyop RAULIZIUBUIQ3N ISBYLIIAID Uela) rsesiuedso Bumue | saNCsd i GueA yieq uelaesq 1enbusied Susew-Busew
swal gndyaw uexnyerp BueX isewlojur BueA %(iqnd |seuliojuj Uawnyoq fledng ueinjela4 1530dg LeBusp ueAs(3) Buek rsewIIUl VeyndumBUa z
Qaldd Yejo )
jueDUR EpUR) [P BURA Y|Qnd D
[SEwOLul IEyEp UBsTNd3Y 18ing \WSIY BIe233 W|QNnd Iseuuoju) seyen ueydejsuapw| 1
3 ‘] £ ;] S ¥ € 4 i
yeiseqg
ebueiag
wnding npem uedeybusjey ausqgamuep | muequad qidd aldd
uebuesana) Qidd eysqam Jnpesalg unein oN
unupy
mny nyng euesyejad

AMIENd ISVIWYOANI HYLIVE NYNNSNANId dOS

CamScanner



Nomor SOP 065/50P/  /424,084/2021
Tgl. Pembuatan [04-Jan-21
Tgl. Revisi
Tel. Efektif 04-Jan-21
Disahkan Oleh & KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN X
DINAS KOMUNIKAS!I DAN INFORMATIKA
1. Raya Raci KM 9 Bangil - Pasuruan Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Telp 0343-429064 M+ Pembina Utama Muda
\ | NIP. 19691010 1989031013 _
KOMUNKASI PUBLIK Nama SOP \l UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1. Pendidikan Minimal $1
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di muka umum

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 22)?8 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
tentang Keterbukaan Informasi Publik Informasi

3. Undang - undang nomor 25 Tahun 3. Memahami kcﬁp Pengumpulan data informasi
2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Komisi Informasl Nomor 1 |4. Memahami konsep Pengolahan data informasi
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

5. Peraturan Daerah Kabupaten 5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang  [data dan informasi
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah _
6. Peraturan Daerah Kabupaten 6. Mampu menyajikan data informasi

Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 |7. Pengetahuan Bidang Pelayanan Publik, Teknologi
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata  |Informasi.

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN _

1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2. Server, komputerfiaptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan data Informasi

PERINGATAN ) PENCATATAN DAN PENDATAAN

CamScanner



Nomor SOP 065/s0pP/ /424,084/2021
Tgl. Pembuatan |04-Jan-21
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif 04-Jan-21
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN < s
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JI. Raya Racl KM 9 Bangil - Pasuruan Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Telp 0343429064 Pembina Utama Muda
N NIP. 19691010 198903 1 013
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1. Undang - undang nomor 9 Tahun
1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di muka umum

1. Pendidikan Minimal S1

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
Informasi

3. Undang- undang nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3. Memahami konsep Pengumpulan data informasi

4. Peraturan Komisi Informasl Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

4. Memahami konsep Pengolahan data informasi

5. Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerzh

5. Dapat mengoperasionalkan perangkat lunak pengolah
data dan informasi

6. Peraturan Daera:h Kabupaten
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

6. Mampu menyajikan data informasi

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

7. Pengetahuan Bidang Pelayanan Publik, Teknologi
Informasi.

KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan perundang-undangan tentang Informasi
2. Server, komputerflaptop, printer dan jaringan komputer
yang terkait dengan data Informasi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
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